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ABSTRAK
Muhammad Taufik : Analisis Penerapan dan Dampak Berlakunya PPh
Final UMKM Berdasarkan PP 23 Tahun 2018 Pada
Wajib Pajak dan KPP Pratama Padang Dua.
Pembimbing : Rani Sofya, S.Pd.,M.Pd.

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui sejauh mana
Analisis Penerapan dan Dampak Berlakunya PPh Final UMKM Berdasarkan PP
23 Tahun 2018 Pada Wajib Pajak dan KPP Pratama Padang Dua. Penelitian ini
merupakan penelitian deskriptif, tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk
membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat
mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam
penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan
karyawan pada bagian Community Education di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Padang Dua.

Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa penerapan dan dampak berlakunya
PPh Final UMKM berdasarkan PP 23 Tahun 2018 memiliki pengaruh yang positif
terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi (Usahawan dan Pekerja Bebas) dan Badan
Usaha yang terdaftar di KPP Pratama Padang Dua pada tahun pajak 2018. Adapun
penerapan dan dampak yang diperoleh oleh wajib pajak UMKM yang terdaftar di
KPP Pratama Padang dua yaitu masih ada sebagian wajib pajak yang kurang
memanfaatkan tarif PP 23 ini karena pada dasarnya penerapan PP 23 tahun 2018
ini bertujuan meringankan wajib pajak dalam pelaporan pajaknya yang mana
hanya membayarkan 0,5% dari peredaran Bruto wajib pajak itu sendiri khususnya
wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Padang Dua kota Padang.

Kemudian penerapan dan dampak berlakunya PPh Final UMKM
berdasarkan PP 23 Tahun 2018 pada sektor KPP Pratama Padang dua yaitu
dengan adanya PP 23 ini diharapakan wajib pajak UMKM memanfaatkan tarif
dari PP 23 ini dengan sebaik mungkin serta dampak yang diperoleh bagi KPP
Pratama Padang Dua adalah membantu tercapainya target yang ditetapkan
pemerintah serta membantu perekonomian negara.

Kata Kunci : Pajak, PPh Final UMKM, PP 23 tahun 2018.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam meningkatkan suatu pembangunan dengan tujuan untuk
mensejahterahkan rakyat baik dilakukan secara material dan spiritual dapat
dilakukan dengan cara serius dan berkelanjutan. Dalam mewujudkan tujuan
tersebut membutuhkan modal yang tidak sedikit. Salah satu bentuk kemandirian
suatu bangsa atau Negara dalam melakukan pembinaan suatu pembangunan yaitu
dengan cara memperoleh sumber dana dari Negara asal ataupun dari bangsa itu
sendiri dengan cara sebaik mungkin. Adapun suatu pendapatan yang dapat
diperoleh oleh Negara atau suatu bangsa dengan cara besar adalah pendapatan
pajak. Secara umum pajak diketahui adalah suatu iuaran wajib yang dilakukan
oleh setiap wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan dibayarkan kepada
Negara dengan cara dipaksakan berdasarkan Undang-Undang yang mengatur
guna kepentingan secara bersama yang ditelah ditetapkan. Adapun pengertian
pajak berdasarkan para ahli menurut pendapat Waluyo (2011:3) yaitu Pajak
adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang, sehingga
dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak
dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya
produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.
Setiap wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan sudah diberi tanggung
jawab atas pajak yang telah ditetapkan dengan cara membayar pajak yang
terutang oleh setiap wajiab pajak tersebut (Sistem Self Assessment). Dalam artian
lain pajak bagi Negara merupakan sebagai suatu sumber pendapatan yang
dialokasikan untuk pembangunan nasional. Pengalokasian pendapatan tersebut
dapat dipengaruhi oleh daya pembelian ( Purchasing Power ) atau kemampuan
dalam pembelanjaan ( Spending Power ) dari sektor sumber pendapatan tersebut.
Untuk terhindar dari masalah yang serius terhadap tindakan yang dilakukan maka
solusi yang dapat diterapkan adalah dengan melakukan pemenuhan kewajiban
atas perpajakan yang telah ditetapkan dan dikelola sebaik mungkin.



Tabel 1.Simulasi Perbandingan Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan
PP No. 23 Tahun 2018.

Mifﬁlfut Meiﬁjrilf PP

o B N O R
(Rp) (Rp) 12.5 % 0,5%
(Rp) (Rp)
1 | Jdanuari 15.000.000 | 15.000.000 | 1.875.000 | 75.000
o | Februari 11.000.000 | 11.000.000 | 1.375.000 | 55.000
3 | Maret 13.000.000 | 13.000.000 | 1.625.000 | 65.000
4 April 16.000.000 | 16.000.000 | 2.000.000 | 80.000
5 | Mei 15.000.000 | 15.000.000 | 1.875.000 | 75.000
6 | Juni 11.000.000 | 11.000.000 | 1.375.000 | 55.000
7. Juli 10.000.000 | 10.000.000 | 1.250.000 | 50.000
g | Agustus 8.000.000 | 8.000.000 | 1.000.000 | 40.000
9 | September 15.000.000 | 15.000.000 | 1.875.000 | 75.000
10. Oktober 13.000.000 | 13.000.000 | 1.675.000 | 65.000
11. November 17.000.000 | 17.000.000 | 2.125.000 | 85.000
12 Desember 16.000.000 | 16.000.000 | 2.000.000 | 80.000

Sumber : www.Online pajak.com (Simulasi-pajak-umk)

Berdasarkan gambaran diatas terlihat pada Penerapan pajak menurut
Undang-undang dengan tarif 12,5% sangat besar yang dikeluarkan oleh Wajib
Pajak UMKM terhadap pajak yang dibayarkan. Namun, dengan adanya PP No.23
Tahun 2018 terhadap PPh Final UMKM bisa memberikan keringanan kepada
Wajib Pajak UMKM serta memanfaatkan secara optimal dan efisiensi dapat
dirasakan oleh Wajib Pajak UMKM yang ada diseluruh Indonesia.

Pajak bagi suatu Negara merupakan suatu pendapatan penting yang di
peroleh dari setiap pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak baik itu
orang pribadi ataupun badan berdasarkan Undang — Undang yang mengatur



dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung melainkan digunakan untuk
keperluan dalam pembangunan nasional. Adapun besar kecilnya pajak yang
ditetapkan kepada setiap wajib pajak ataupun badan pada Ending nya akan
menurunkan After tax Profit dan Cash Flow. Dalam pemenuhan kewajiban pajak
dibutuhkan pengelolaan yang baik dari pihak manajemen guna terjadinya
pembayaran pajak yang lebih bayar ( masih melakukan usaha penghematan atas
pembayaran pajak ).

Usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak terus dilakukan
pemerintah, dalam hal ini merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Berbagai upaya dilakukan agar penerimaan pajak maksimal, antara lain dengan
ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara
perluasan subjek dan objek pajak dengan mencari Wajib Pajak baru (Ariesta dan
Latifah, 2017:174). Sejak tahun 1983, Indonesia telah menganut Self Assessment
Sytem dimana ini merupakan suatu reformasi pajak secara menyeluruh. Dalam
sistem ini, pemerintah memberikan kewenangan dan kepercayaan penuh kepada
Wajib Pajak unyuk mencatat, menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya
sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan fiskus hanya bertugas
memberikan pelayanan, pengawasan, dan pembinaan terhadap Wajib Pajak
(Rahmawati dan Achadiyah, 2016:207-208).

Berdasarkan peraturan pemerintah melakukan upaya yang terakhir yaitu
pada tanggal 1 Juli 2018 telah resmi diberlakukannya Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2018 yang merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor
46 Tahun 2013. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini terdapat
penurunan tarif pajak PPh Final dari 1% menjadi 0,5% yang berlaku bagi pelaku
Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dengan peredaran bruto (omset)
dibawah Rp. 4,8 M. Begitu juga dengan UMKM di Kota Padang, Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Padang Sumatera Barat.
pembinaan terus dilakukan agar UMKM terus berkembang hingga menghasilkan
UMKM yang berkualitas dan mampu menyerap tenaga kerja. Sedangkan, untuk
pertumbuhan omset UMKM di Kota Padang mencapai Rp 300 Juta pertahun

(sumbar.antaranews.com)



Dalam proses penerapan PP 23 Tahun 2018 ini pemerintah menerbitkan
kebijakan baru yaitu menurunkan tarif PPh Final UMKM dari 1 % menjadi 0,5%,
kebijakan tersebut tertuang dalam PP 23 Tahun 2018 tentang pajak
penghasilanatas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak
yang terdaftar di KPP Pratama Padang Dua Kota Padang yang diberlakukan
secara efektif oleh pemerintah pada tanggal 1 Juli 2018. Tentunya dengan
pemberlakuan penerapan PP 23 tahun 2018 inidiharapkan mampu memberikan
kemudahandan kesederhanaan kewajiban perpajakan, KPP Pratama Padang Dua
merupakan salah satu kantor pelayanan pajak yang telah menerapkan PP 23
Tahun 2018 ini sejak ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2018. Dengan diterapkannya
peraturan tersebut dapat mengurangi beban pajak para wajib pajak UMKM yang
terdaftar di KPP Pratama Padang Dua serta memberikan kemudahan kewajiban
perpajakannya karena perhitungan pajaknya menjadi sederhana yakni 0,5% dari
peredaran bruto.

Kebijakan peraturan ini dinilai dapat meningkatkan kepatuhan Wajib
Pajak UMKM dari tahun ke tahun, sehingga dapat berimplikasi terhadap
meningkatnya penerimaan negara dari sektor pajak. UU nomor 36 Tahun 2008 (
UU PPh ) Pasal 31 E dinyatakan bahwa wajib pajak badan dalam negeri dengan
pendapatan bruto sampai dengan 50 Milyar mendapat fasilitas berupa
pengurangan tarif sebesar 50%, dengan tarif PPh Badan yang berlaku saat itu
25%, maka wajib pajak badan dalam negeri yang memenuhi syarat tarif efektif
menjadi 12,5% atas penghasilan sampai dengan 4,8 Milyar. Pengenaan PPh dalam
hal ini dilakukan terhadap penghasilan kena pajak yang dihitung dari perhitungan
laba rugi dari akuntansi (pembukuan) setelah dilakukan koreksi fiskal karena
berdasarkan pasal 28 ayat (1) UU Nomor 29 Tahun 2007 (UU KUP), wajib pajak
badan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan.

Penghasilan atau PPh tak hanya itu, penurunan tarif ini juga memberikan
kemampuan lebih kepada pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya serta
dampak dan implikasi yang bisa diterima oleh para dunia usaha khususnya
UMKM ini meliputi: (1) Beban pajak yang ditanggung UMKM menjadi lebih

kecil sehingga para pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih



besar untuk mengembangkan investasi, penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5%
diharapkan mampu menutupi beban (biaya) operasional yang selama ini dirasakan
para pelaku UMKM yang semakin hari semakin berat yang pada akhirnya akan
bermuara kepada peningkatan profit dan secara global diharapkan menumbuhkan
gairah disektor UMKM. (2). PP 23 diharapkan mampu menambah subjek pajak
yang baru, wajib pajak khususnya UMKM lebih sadar pajak sehingga punya
kontribusi besar kepada negara, dengan iklim usaha yang kondusif diharapkan
mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. (3). Dengan adanya jangka waktu
pemberlakuan massa terhadap tarif baru ini, diharapkan mampu memberikan
waktu yang cukup bagi pelaku UMKM dalam mempersiapkan diri terhadap hak
dan kewajibannya atas perpajakan yang telah ditetapkan. Peraturan pemerintah
Nomor 23 Tahun 2018 hadir untuk menawarkan kemudahan bagi UMKM,
kemudahan tersebut meliputi bentuk tarif pajak yang rendah, cara penghitungan,
pelunasan, serta pelaporan pajak yang mudah dilakukan.

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik ingin meneliti lebih lanjut
“Analisis Penerapan dan Dampak Berlakunya PPh Final UMKM Berdasarkan
PP 23 Tahun 2018 Pada Wajib Pajak dan KPP Pratama Padang II”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakan masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah Bagaimana Analisis Penerapan dan Dampak
Berlakunya PPh Final UMKM Berdasarkan PP 23 Tahun 2018 Pada Wajib Pajak
dan KPP Pratama Padang Dua.



1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini
mempunyai tujuan untuk menganalisis Penerapan dan Dampak Berlakunya PPh
Final UMKM Berdasarkan PP 23 Tahun 2018 Pada Wajib Pajak dan KPP

Pratama Padang II.

1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan wawasan dan
selain itu dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.
1. Bagi Peneliti
Penelitian ini untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar ahli
madya dan sebagai bahan untuk menambah wawasan pengetahuan penelitian
sekaligus sebagai suatu penerapan teori manajemen perpajakan yang telah
dipelajari selama ini di dalam aktivitas perkuliahan.
2. Bagi Instansi
Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagaimana Analisis
Penerapan dan Dampak Berlakunya PPh Final UMKM Berdasarkan PP 23
Tahun 2018 Pada Wajib Pajak dan KPP Pratama Padang Il yang dikelola oleh
instansi termasuk dalam kategori baik atau sebaliknya.
3. Bagi Pihak Lain
Tugas Akhir ini bisa digunakan sebagai tambahan sumber informasi bagi
pihak yang berkompeten terhadap masalah yang akan dibahas, sekaligus

laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan ilmiah.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis
Penerapan dan Dampak Berlakunya PPh Final UMKM Berdasarkan PP 23
Tahun 2018 Pada Wajib Pajak dan KPP Pratama Padang Dua.
Berdasarkan data yang diperoleh, maka peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Belum optimalnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar
pajaknya (UMKM) dikota Padang didasarkan pada perbandingan jumlah
wajib pajak terdaftar dengan jumlah wajib pajak yang melaporkan
pajaknya, masih banyak ditemukan wajib pajak UMKM dikota Padang
yang mangkir dari kewajiban perpajakannya.

2. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak UMKM dikota
Padang terhadap perpajakan berpengaruh terhadap total penerimaan PPh
Final disektor UMKM pada setiap tahunnya yang tidak mencapai target
yang ditentukan oleh pemerintah. Artinya, apabila wajib pajak memiliki
pengetahuan yang baik maka akan membantu pemerintahan dalam
mencapai target penerimaan PPh final UMKM dikota Padang. sebaliknya,
kurangnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan maka akan
mengakibatkan target dalam pencapaian tidak akan tercapai jika kedua
pihak tidak saling membantu satu sama lain.

3. Penerapan PP 23 Tahun 2018 yang menggantikan PP 46 Tahun 2013
memiliki pengaruh yang positif terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi
(Usahawan dan Pekerja Bebas) dan Badan Usaha yang terdaftar di KPP
Pratama Padang Dua pada tahun pajak 2018. Sejak diberlakukannya PP 23
Tahun 2018, jumlah Wajib Pajak tersebut terus mengalami peningkatan.
Berdasarkan peningkatan jumlah Wajib Pajak tersebut, maka salah satu
maksud dari diberlakukannya PP 23 Tahun 2018 telah tercapai, yaitu
mendorong para pelaku UMKM agar dapat berkontribusi pada negara
dengan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan memenuhi kewajiban

perpajakan atas hasil usahanya.
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4. Berdasarkan hasil penelitian adapun total penerimaan PPh Final UMKM
dikota Padang masih belum mencapai total target yang ditentukan oleh
pemerintah. Hal ini disebabkan karena pandemi Covid-19 yang menjadi
faktor utama alasan kurangnnya pendapatan pada wajib pajak UMKM
sehingga dalam penyetoran PPh Final disektor UMKM Kota Padang yang
berakibatkan sebagian wajib pajak UMKM vyang tidak melaporkan
kewajiban perpajakannya padahal penerapan PP 23 Tahun 2018 ini sangat
membantu dan meringankan wajib pajak yang mana hanya membayarkan
0,5% dari peredaran Bruto wajib pajak itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua adalah sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua harus tetap
melakukan peningkatan pengawasan kepada Wajib Pajak yang
telah terdaftar agar melaksanakan kewajibannya sebagai wajib
pajak. Dengan adanya pengawasan tersebut terhadap wajib pajak
untuk meminimalisir jumlah wajib pajak yang tidak taat pajak.

2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua harus meningkatakan
sosialisasi perpajakan terkait ketentuan penurunan tarif pajak
penghasilan final bagi UMKM di Kota Padang dari tarif 1%
menjadi 0,5% agar wajib pajak tidak kesulitan sehingga akan
meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. semakin sering
diadakan penyuluhan berbagai tempat usaha, pedagang ataupun
pemilik usaha. Hal ini akan memudahkan wajib pajak dalam
memahami perpajakan sehingga membuat mereka lebih sadar akan
pajak dan juga tercapai target yang diinginkan.

3. UMKM di Kota Padang memiliki peranan penting dalam
penyerapan tenaga kerja serta meratakan ekonomi masyarakat
kecil. Sehigga harus diberikan perhatian dalam kesejahteraan
UMKM oleh pemerintah.
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